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ABSTRAK 
Aviaty Maulida Dwi Putri Rusly (B12112128), “Tinjauan Yuridis 
Pelaksanaan Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai Berdasarkan 
Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Enrekang”, dibimbing oleh Aminuddin Ilmar 
Pembimbing I dan Marwati Riza sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami pelaksanaan 
pengadaan dan seleksi calon pegawai sesuai dengan Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mengetahui faktor pendukung dan 
faktor penghambat pada pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon 
pegawai di Kabupaten Enrekang. 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang dengan melakukan 
wawancara langsung dengan pihak terkait,. penulis juga melakukan studi 
dokumen dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan 
informasi dari buku-buku, literature, undang-undang, peraturan daerah 
serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan 
masalah yang di bahas dalam skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan dan seleksi 
merupakan bagian dari proses penyusunan kepegawaian, proses 
penyusunan kepegawaian berfungsi untuk mendapatkan orang yang tepat 
dan posisi yang tepat yang merupakan salah satu tugas penting 
pemerintah. Proses seleksi bersama dengan proses pengadaan pegawai 
merupakan dua tahapan yang sangat penting. Seleksi adalah proses 
pemilihan calon pegawai  untuk mendapatkan pegawai yang memenuhi 
syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Proses 
seleksi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk publik, dalam 
proses pengadaan dan seleksi calon pegawai harus dilaksanakan secara 
terbuka. Keterbukaan informasi sangat penting karena Dengan demikian 
hak publik untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat penting 
untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dilihat sebagai 
upaya untuk mencegah timbulnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN) dalam mengelolah sumber daya publik. Hal ini menjadi 
pondasi utama dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik 
(good governance), secara transparan, partispatif dan akuntabel. 
Kata Kunci : Pengadaan dan Seleksi, Keterbukaan Informasi Publik, Pegawai 
Negeri Sipil. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Prinsip keterbukaan atau transparansi menghendaki agar 
penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan 
transparan, artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan haruslah jelas tidak disembunyikan maupun dirahasiakan,  
perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus diketahui oleh 
publik yang berhak atas informasi yang faktual mengenai penyelengaraan 
pemerintahan. Transparansi dibutuhkan untuk dapat memperbaiki 
kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan 
keadilan.  
Mengingat pentingnya informasi, maka hak atas informasi dan 
berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia. Pasal 28 F UUD 1945 
menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia. 1 
                                                          
1 Hasil perubahan kedua UUD 1945. Ketentuan ini merupakan penguatan dan 
pengulangan dari Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
3886 
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Keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan oleh warga negara 
karena merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang 
menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi 
publik menjadi aspek penting  demokrasi dalam pemenuhan hak individu  
atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses 
memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum 
dalam konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28 F dan Undang-Undang lainnya 
seperti  UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 14 dan UU No.28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
KKN pada Pasal 9 Ayat (1).  
Untuk mendorong keterbukaan informasi publik  maka lahirlah 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 
yang selanjutnya disebut (UU KIP). UU ini menghendaki tersedianya 
informasi secara lengkap, tersusun rapi, dan terpusat pada satu institusi 
badan informasi publik. Dengan demikian, informasi yang dibutuhkan 
menjadi mudah diakses baik oleh pegawai pemerintah maupun 
masyarakat dan otomatis menghemat biaya dan mengefisienkan waktu 
kerja yang diperlukan, ketika menelusuri dan mencari informasi yang 
sebelumnya terserak atau tidak tertata dengan baik antara instansi 
pemerintah dengan masyarakat.  
Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik dalam UU KIP pada 
dasarnya adalah memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang 
pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan 
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Peraturan Perundang-Undangan untuk mewujudkan pemerintahan yang 
baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.2 Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik lahir dengan tujuan bahwa informasi 
merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi 
dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional 
sesuai dengan Pasal 28 F UUD 1945.  
Kemudian tujuan lainnya, yaitu mendorong partisipasi masyarakat 
dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik 
yang baik. Selanjutnya, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, 
yaitu transparan, efektif dan akuntabel. Dengan melihat tujuan tersebut 
secara garis besar adanya UU KIP ini memberikan ruang bagi masyarakat 
untuk memenuhi haknya dalam partisipasi pengambilan keputusan atau 
pembuatan kebijakan oleh pemerintah. 
Dalam asas dan tujuan UU KIP tampak jelas bahwa  UU KIP 
memberikan jaminan kepada warga negara atas informasi. Sejalan dengan 
hal tersebut, sudah sewajarnya jika terdapat batasan-batasan tertentu atas 
informasi yang dikecualikan atau tidak dapat disampaikan kepada publik.3  
Secara umum, UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan 
informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini 
dianggap sulit dijangkau oleh masyarakat. Secara khusus, eksistensi 
                                                          
2 N.G.B. Mandica-Nur, Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan 
Pemberi  Informasi di Badan Publik, (IRDI dan USAID, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 7. 
3 Ahmad M. Ramli, KIP dan Good Governance, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU 
KIP di Jakarta, Tahun 2009, hlm. 3. 
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regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu 
masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya 
akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik 
pemerintah pusat , pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik 
lain seperti lembaga  pendidikan dan lembaga kesehatan, Oleh sebab itu 
UU KIP mendukung keterbukaan informasi di seluruh lembaga pemerintah 
yang merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan 
demokratis yang diharapkan membawa perubahan paradigma pemerintah 
dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang yang tertutup 
menuju pemerintahan yang terbuka. 
Fungsi Badan Kepegawaian Daerah salah satunya pelaksanaan 
pengadaan dan seleksi calon pegawai,  pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi 
dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan 
penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh menteri, pengadaan dilakukan 
melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, 
seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan 
menjadi Pegawai Negeri Sipil. 
 Setiap instansi pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada 
masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon Pegawai 
Negeri Sipil, setiap warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama 
untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi 
  
5 
 
persyaratan. Penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan 
kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan. 
 Proses pengadaan dan seleksi dilakukan untuk memperoleh 
Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur bertanggung jawab dan 
memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya serta menjamin 
transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Seleksi merupakan proses memilih dari para pelamar melalui 
tahapan - tahapan tes hingga diperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi 
kriteria yang ditetapkan dan dinyatakan diterima. Seleksi dilakukan untuk 
memilih calon pegawai  yang paling memenuhi kriteria yang dicari untuk 
menempati suatu posisi tertentu  agar mencapai tujuan. Berbagai keahlian 
yang dibutuhkan oleh  BKD untuk mencapai tujuannya diperoleh melalui 
proses seleksi.  Seleksi calon pegawai diperlukan untuk melanjutkan 
tujuan organisasi proses seleksi dilakukan berdasarkan keahlian untuk 
memenuhi kebutuhan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. 
Proses seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang teramat 
penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. 
Dikatakan demikian karena terwujudnya suatu tujuan tergantung pada 
cermat atau tidaknya proses seleksi.  
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Pemerintah atau badan kepegawaian daerah harus bersedia secara 
terbuka dan jujur dalam memberikan informasi yang dibutuhkan publik baik 
dalam hal seleksi dan pengadaan calon pegawai, hal seperti ini bagi 
sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan 
kepegawaian daerah merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa untuk 
dilakukan. Tetapi, penerapan ini beserta konsekuensinya tetap harus 
dihadapi sejalan dengan penerapan UU KIP. penerapan UU KIP terhadap 
masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, 
terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses 
pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses dalam 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. 
 Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan 
Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi 
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Hak atas informasi 
menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara 
tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak  setiap orang untuk 
memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau 
pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan 
informasi publik.4 Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu 
                                                          
4 Republik Indonesia, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan di 
Jakarta 30 April 2008, Lembaran Negara RI Nomor 61 tahun 2008, dan Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4846 Tahun 2008, bagian Penjelasan Umum. 
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elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau 
Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.  
Pada sisi penyelenggaran pemerintahan penerapan UU KIP antara lain 
menyediakan informasi publik, implementasi lainnya adalah bahwa segala 
kegiatan urusan tata pemerintahan seperti kebijakan publik, pelayanan 
publik  pemerintah harus terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat tapi 
pada kenyataan nya keterbukaan informasi belum berjalan sesuai dengan 
apa yang di inginkan pada UU KIP. Dalam hal ini pemerintah dalam 
pemberian informasi masih belum terbuka, efektif dan efisien dan belum 
menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good 
Governance), Hal ini, dapat dilihat peran aktor dalam 
mengimplementasikan kebijakan rekruitmen calon pegawai negeri sipil di 
Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya transparan atau masih dalam 
skala yang terbatas. Batas waktu pendaftaran yang semestinya 15 hari 
ternyata hanya 13 hari. Kurang jelasnya isi pengumuman mengakibatkan 
353 (tiga ratus lima puluh tiga) pelamar dinyatakan tidak lulus dalam 
seleksi administrasi. Pelaksanaan tes akademik, masih bersifat 
pengetahuan umum tidak ada pemilihan tes berdasarkan kualifikasi 
pendidikan/jurusan, sehingga penempatan calon pegawai negeri sipil ke 
unit kerja, diantaranya ada yang tidak sesuai dengan formasi yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Sehingga dari uraian tersebut di atas, maka 
peneliti  tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Keterbukaan 
Informasi Publik, dalam bentuk analisis yang peneliti tuangkan dalam 
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bentuk skripsi dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN 
PENGADAAN DAN SELEKSI CALON PEGAWAI BERDASARKAN 
PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN 
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Apakah pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai sudah 
sesuai dengan Undang-Undang keterbukaan informasi publik ? 
2. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat dalam penerapan 
prinsip keterbukaan informasi pada penyelenggaraan pengadaan 
dan seleksi calon pegawai di Badan Kepegawaian Daerah ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengadaan seleksi 
calon pegawai sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan 
Informasi Publik. 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 
penerapan prinsip keterbukaan informasi pada penyelenggaraan 
pengadaan dan seleksi calon pegawai di Badan Kepegawaian 
Daerah. 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Teoritis:  
Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan 
memperdalam ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan 
keterbukaan informasi publik dalam mengkaji atau menganalisis mengenai 
permasalahan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik di Indonesia. 
2. Secara Praktis:  
Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan 
bagi Pemerintah yang menetapkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan menjadi bahan renungan bagi 
Pemerintah agar senantiasa menaati dan mengamalkan aturan-aturan 
yang berlaku. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.Pemerintahan Daerah 
1.Pengertian Pemerintahan Daerah 
Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah 
merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua 
tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada 
daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta 
kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan 
masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi 
yang seimbang. 
  Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. 
Kemampuan aparatur yang ada di lembaga pemerintah sangat penting arti 
dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada 
publik. Sarana dan prasarana yang lengkap tanpa ditunjang dengan 
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka 
lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang. 
Pengembangan kemampuan SDM pada hakekatnya adalah dalam 
rangka meningkatkan kemampuan sehingga dapat dicapai efektivitas 
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pelayanan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan ukuran dan target 
yang diharapkan. Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah. 
Dengan lahirnya otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa 
wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota.  
Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim 
pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan 
pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era 
otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki 
daerah. sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang no 23 
tahun 2014 tentang penyelenggaran pemerintahan daerah. undang-
undang no 23 tahun 2014 mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah 
yang lebih efisien dan efektif setra memperhatikan aspek-aspek hubungan 
antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar 
tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan. Pemerintah Daerah 
adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, 
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Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan daerah.5 
Pengertian  mengenai Pemerintah Daerah tercantum dalam Pasal 
18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Pemerintah daerah 
merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan 
dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan 
pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. 
Definisi lain dari Pemerintahan Daerah juga ada di dalam  UU No. 
23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1, adalah sebagai 
berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi  seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
 
2.Fungsi Pemerintahan Daerah 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras 
dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat 
                                                          
5  Misdyanti dan Kartasapoetra, Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah, 
(Jakarta: Bumi aksara, 1993), hlm. 17. 
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diwujudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah. Adapun fungsi 
pemerintah daerah adalah:6 
1. Fungsi otonomi 
Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan 
segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat 
maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya. 
2. Fungsi pembantuan 
Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh 
pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban 
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. 
3. Fungsi Pembangunan 
Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah 
kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun 
semakin berkembang dan kompleks 
4. Fungsi lainnya 
Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah: 
1. Pembinaan wilayah 
2. Pembinaan masyarakat 
3. Pemberian pelayanan,pemeliharaan serta perlindungan 
kepentingan umum. 
                                                          
6  Ibid., 
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 Fungsi pemerintah daerah diatas dapat dikatakan bahwa 
pembinaan wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk 
meningkatkan sumber daya wilayah yang masih tertinggal, dimana 
wilayah-wilayah tersebut dapat diupayakan untuk meningkatkan sumber 
daya yang dimilikinya demi meningkatkan wilayahnya. 
  Adapun upaya pemerintah daerah mengenai pembinaan 
masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk 
meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah agar 
lebih mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan 
masyarakat.  
 Selain fungsi pembinaan wilayah dan pembinaan masyarakat diatas 
maka fungsi lain dari pemerintah adalah pemberian pelayanan, 
pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum merupakan salah 
satu fungsi pemerintah sebagai birokrasi dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah karena 
fungsi dari pemerintah itu sendiri adalah memberikan pelayanan misalnya 
pelayanan pemberian informasi dan perlindungan kepentingan umum bagi 
masyarakat lemah yang ditindas oleh kaum penguasa. Fungsi pemerintah 
adalah: “Pertama, Filsafat hidup kemasyarakatan, negara yang 
memberikan kebebasan cukup besar kepada anggota masyarakat untuk 
menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah 
diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan 
masyarakat itu sendiri. Kedua, filsafat politik masyarakat, pemerintah 
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sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk mengusahakan 
kepentingan masyarakat secara keseluruan, harus mengusahakan pula 
keadilan. Hal ini perlu dinyatakan dengan tetap memperhatikan 
kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya)”.7 
  
Fungsi pemerintah daerah  menurut Bintoro diatas maka dikatakan 
bahwa pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk 
membangun dan mengembangkan minat serta bakat yang dimilikinya 
tanpa campur tangan dari pemerintah itu tetapi dilain pihak pemerintah 
juga sebagai pemegang mandat dalam  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat serta perlindungan terhadap kepentingan golongan lemah. Hal 
ini dapat dikatakan bahwa fungsi dari pemerintah adalah sebagai 
pendorong dan pemegang mandat dalam meningkatkan sumber daya 
manusia yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. 
Fungsi pemerintah adalah: 
1. Pengaturan 
2. Pembinaan masyarakat 
3. Kepolisian 
4. Peradilan 
Dari fungsi pemerintah diatas maka fungsi pengaturan adalah 
upaya dari pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui peraturan atau 
                                                          
7  Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan (Jakarta: Eresco,1992), hlm. 15. 
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kebijakan  agar masyarakat lebih teratur.8 Fungsi pembinaan masyarakat 
adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumber 
daya manusia melalui berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan demi 
meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.  
Fungsi kepolisian adalah sebagai pengatur tata tertib yang berlaku 
dimasyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal 
pelanggaran dari tata tertib yang berlaku di masyarakat tersebut. Fungsi 
kepolisian juga sebagai penegak hukum dan keadilan. Dan fungsi 
peradilan adalah fungsi yang mengadili orang-orang dalam hal 
pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku dimasyarakat. Adapun 
fungsi lain dari  peradilan ini adalah sebagai penegakan hukum dan 
supremasi hukum. Fungsi ini dikatakan berhasil apabila sudah  
melaksanakan fungsinya sebagai penegak keadilan. 
3. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah 
Pembagian urusan pemerintah daerah dijelaskan telah dalam 
Undang-undang Nomor 23  tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
yakni Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan 
pemerintahan antara Pemerintah pusat dengan daerah otonom. 
Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran 
bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan 
tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara 
                                                          
8  Ibid., 
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secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi : politik luar 
negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga 
negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan 
kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, 
menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; 
pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, 
menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian 
wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan 
mengembangkan sistem pertahanan negara dan 
persenjataan,menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi 
setiap warga negara dan sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan 
membentuk kepolisian Negara menetapkan kebijakan keamanan nasional, 
menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak 
kelompok atau organisasi yang kegiatann yang mengganggu keamanan 
negara dan sebagainya. 
Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat 
concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam 
bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara 
Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang 
bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada 
Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. 
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Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent 
secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah 
Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: eksternalitas, 
akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian 
hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan. 
Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan 
urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan 
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan 
dasar, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan 
rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan 
pelindungan masyarakat serta sosial. sedangkan urusan pemerintahan 
yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan 
daerah. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan 
pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang 
ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.  
Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan 
pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila 
regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi 
kewenangan Pemerintah. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam 
pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat 
pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat 
pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari 
urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas 
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penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada 
masyarakat akan lebih terjamin. Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam 
pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya 
sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan 
ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam 
penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan 
dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan 
berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau Daerah 
Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka 
bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau 
Daerah Kabupaten/Kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan 
lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemerintah maka 
bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu 
pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan 
ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan 
tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya 
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang 
harus dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian hubungan 
yakni bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh 
tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (inter-
koneksi), saling tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung 
sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan 
kemanfaatan. Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di 
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atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas 
usul Daerah terhadap bagian urusanurusan pemerintah yang akan diatur 
dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah melakukan 
verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian 
urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian 
urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria 
tersebut dapat diserahkan kepada Daerah. Tugas pembantuan pada 
dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk 
masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah atau 
pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang 
tertentu.9 
B. GOOD GOVERNANCE 
1. Pengertian Good Governance 
Dalam perkembangan tatanan pemerintahan, good governance 
menjadi  isu sentral dalam penyelenggaraan negara. Secara sederhana 
good governance dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang 
baik dimana penyelenggaraan negara dijalankan dengan efektif. 
Paradigma birokrasi yang menganggap dirinya sebagai yang dilayanani 
dirubah menjadi birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi sebagai pelayan 
masyarakat.  Sehingga dalam konsep good governance aparatur negara 
                                                          
9  Republik Indonesia, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian Penjelasan 
Umum  
  
21 
 
dipandang sebagai abdi negara yang mengabdi pada negara dan 
menjalakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. 
Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola 
urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance 
sebagai “the way state power is used in managing economic and social 
resources for development of society”. Sedangkan UNDP mendefinisikan 
governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative 
authority to manage a nation affair at all levels”. Dalam hal ini, World Bank 
lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial 
dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan 
UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative 
dalam pengelolaan Negara. 
 
World Bank dan OECF mensinonimkan Good Governance dengan 
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 
bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 
penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan 
korupsi, baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin 
anggaran serta penciptaan legal and political frameworks (kerangka dasar 
hukum dan politik) bagi tumbuhnya kewiraswastaan.10 
UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good 
governance, meliputi: partisipasi,rule of law, transparansi, responsive, 
consensus orientation, equity, efisien dan efektif, akuntabilitas dan 
strategic vision. 
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 
mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, 
                                                          
10 Andrianto, Nico. Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui 
eGoverment, (Malang: Banyumedia, 2007), hlm.24 
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dan kebebasan memperoleh informasi (public access to information) 
merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka 
(open government). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan 
pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin 
terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka 
penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. 
Pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik 
tidak semata-mata didasarkan  pada pemerintah atau Negara saja, tetapi 
harus melibatkan seluruh elemen, baik dalam intern birokrasi maupun di 
luar birokrasi publik (masyarakat), sehingga masyarakat dapat mengetahui 
apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mereka dan 
bagaimana pertanggungjawaban setiap kebijakan yang telah dijalankan. 
Konsep governance mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai 
dengan adanya cara pandang (point of view) yang baru terhadap peran 
pemerintah (government) dalam menjalankan system pemerintahan . 
United Nations Development Program mendefinisikan governance sebagai 
berikut;11 
“Governance is the exercise of economic, political, and administrative 
authority to manage a country’s affair at all levels and means by which 
states  promote social cohesion, integration, and ensure the well being of 
their population”. (“Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan di 
bidang ekonomi, publik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan 
                                                          
11 Sedarmayanti, Good Governance, Kepemerintahan yang Baik bagian Dua, (Bandung: Mandar 
Maju,2000), hlm. 3. 
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Negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrument kebijakan 
Negara untuk mendorong terciptanya kepaduan social, integrasi dan 
menjamin kesejahteraan masyarakat”). 
Sedangkan, kata “good” yang berarti “baik” dalam istilah keperintahan 
memilki dua arti, yaitu; 
a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai 
yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian 
tujuan pembangunan nasional yang mandiri, berkelanjutan dan 
berkeadilan sosial. 
b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam 
pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional tersebut. 
Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran 
dari paradigma ”Rule Government” yang menyadarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku menjadi paradigma “Good 
Governance”  dimana penyelenggaraan Negara yang solid dan 
bertanggung jawab, serta sfisien dan efektif, dengan menjaga 
“kesinergian” interaksi yang konstruktif diantara domain –domain Negara, 
sektor swasta dan masyarakat (society).12 
2. Prinsip-Prinsip Good governance 
Good governance memiliki prinsip-prinsip yang dapat menjadi tolak ukur 
kinerja suatu pemerintahan.  
                                                          
12  Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, LAN dan BPKP, 2000. 
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UNDP sebagai institusi global yang sukses mengekspor paket Good 
Governance Keseluruh dunia , membagi 9 (Sembilan) karakterisitik good 
governance, sebagai berikut ;13 
a. Participation, Setiap warga Negara mempunyai suara dalam 
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 
intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya; 
b. Rule of Law, Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 
pandang bulu, terutama hukum dan HAM. 
c. Transparancy, Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 
informasi. Proses-proses lembaga dan informasi secara langsung 
dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus 
dapat dipahami dan dapat dimonitor. 
d. Responsiveness, Lembaga-lembaga dan proses-proses harus 
mencoba untuk melayani setiap stakeholders. 
e. Concensus Orientation, Good Governance menjadi perantara 
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi 
kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun 
prosedur-prosedur. 
f. Equity, Semua warga Negara baik laki-laki maupun perempuan  
mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga 
kesejahteraan mereka . 
                                                          
13  Dahlan Thaib, Transparansi dan Pertanggungjawaban Tindakan Pemerintah, disampaikan 
dalam seminar arah Pembangunan Hukum menurut UUD 1945, diselenggarakan oleh BPHN, 2006, 
hlm. 5-6. 
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g. Effectiveness & Eficiency, Proses-proses dan lembaga-lembaga 
menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan 
menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 
h. Accountability, Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, 
sektor swasta dan masyarakat (society) bertanggung jawab kepada 
publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini 
tergantung pada organisasi  dan sifat keputusan yang dibuat, 
apakan keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau 
eksternal organisasi. 
i. Strategic Vision,14Para pemimpin dan publik harus mempunyai 
perspektif good governance dan pengembangan sumber daya 
manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang 
diperlukan untuk pembangunan. 
Jelas bahwa komponen atau prinsip yang melandasi tata pemerintahan 
yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, namun paling 
tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip 
utama yang melandasi Good Governance yaitu (1) Akuntabilitas, (2) 
Transparansi dan (3) dan partisipasi masyarakat. Ketiga prinsip ini tidak 
dapat berjalan sendiri-sendiri, terdapat hubungan yang sangat erat dan 
saling mempengaruhi dan ketiganya adalah instrumen yang dipergunakan 
untuk mencapai manajemen publik yang baik. 
                                                          
14 Joko Widodo, Good Governance; telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada 
era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan Cendekia), hlm. 25-26 
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Salah satu prinsip yang terkandung dalam Good Governance dan 
berkaitan erat dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. 
Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik 
yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan 
preferensi publik. Transparansi adalah upaya untuk menciptakan 
kepercayaan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui 
penyediaan informasi di dalam memperoleh informasi yang akurat dan 
memadai. Transparansi berarti akses atau kebebasan bagi setiap orang 
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan 
berbagai kebijakan publik. 
C. Badan Kepegawaian Daerah 
1. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah 
Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu perangkat daerah 
yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan 
lingkup manajemen kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, 
BKD Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan kepegawaian meliputi perencanaan, 
kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai 
serta pendidikan dan pelatihan,  melaksanakan tugas lain yang diberikan 
Walikota sesuai tugas dan fungsinya, serta melakukan pembinaan, 
monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Kabupaten Enrekang. 
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Pembinaan kepegawaian ditujukan untuk mewujudkan system 
kepegawaian yang mantap, dilaksanakan secara terus menerus, 
berencana melalui upaya pendidikan kedinasan, disertai bimbingan dan 
konsultasi serta pengembangan yang sesuai dengan kredibilitas pribadi 
dan organisasi dengan tetap mengacu serta memperhatikan kode etik dan 
disiplin PNS Pemerintah Kabupaten Enrekang. 
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang 
pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, 
diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang demokratis 
(democratic and good governance). Upaya mewujudkan sistem 
pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi 
obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. 
Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan 
kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan 
yang berkualitas, profesional dan bertanggungjawab dalam menangani 
berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat 
terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan 
Sumber Daya Manusia (SDM). 
Berdasarkan tujuan, sasaran, indikator yang telah ditetapkan maka 
ditetapkan target capaian dari Badan Kegawaian Daerah yaitu 
penempatan dan peningkatan SDM aparatur profesional sesuai 
kompetensi guna tersedianya SDM aparatur yang menjadi pelayan publik, 
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bertanggung jawab dan bebas Korupsi, sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Struktur Badan Kepegawaian Daerah 
        Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang menetapkan pilihan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang 
bertumpu pada potensi lokal untuk mewujudkan kemandirian lokal melalui 
pengelolaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan 
pembangunan yang tepat dibawah kepemimpinan yang handal 
sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
       Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang merupakan 
salah satu lembaga teknis daerah Kabupaten Enrekang yang bertanggung 
jawab mewujudkan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi 
membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam kelancaran penyelenggaraan 
manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
       Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 tahun 2008, Badan 
Kepegawaian Daerah mempunyai struktur/perangkat organisasi, yakni 
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Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 4 (empat) bidang dengan 
uraian sebagai berikut :15 
1. KEPALA BADAN 
2. SEKRETARIAT 
a. Sub Bagian Perencanaan 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Sub Bagian Keuangan 
3. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI 
a. Subid. Perencanaan dan Pengadaan Pegawai 
b. Subid. Pengembangan dan Promosi Pegawai 
4. BIDANG MUTASI / INFORMASI PEGAWAI 
a. Subid. Mutasi Tenaga Administrasi 
b. Subid. Mutasi Tenaga Fungsional 
5. BIDANG KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI 
a. Subid. Kinerja Pegawai 
b. Subid. Bidang Kesejahteraan Pegawai 
6. BIDANG DIKLAT 
a. Subid. Diklat Struktural 
b. Subid. Diklat Fungsional 
                                                          
15 https://bkdenrekang.wordpress.com 
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Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 
Kepegawaian Daerah yang didukung dengan sumberdaya manusia 
sebagai tenaga penggerak roda organisasi. maka dapat diuraikan keadaan 
pegawai dengan rincian sebagai berikut : 
Jumlah pegawai BKD Kab. Enrekang sebanyak 40 orang dengan 
berbagai latar belakang pendidikan, sehingga dari aspek kualitas dapat 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Enrekang. Dan 
yang perlu diperhatikan bagaimana mengoptimalkan mereka melalui 
pemberdayaan pegawai (empoverment staff) BKD secara maksimal. 
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3. Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah 
Badan Kepegawaian Daerah atau disingkat (BKD) merupakan salah 
satu unit kerja, organisasi, instansi yang dibentuk oleh pemerintah/ 
Pemerintah daerah dan sekaligus dipercaya untuk menyelenggarakan 
berbagai urusan di bidang kepegawaian daerah termasuk dalam hal 
penyelenggaraan dan pengadaan calon pegawai. Badan Kepegawaian 
Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang 
kepegawaian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan. 
Tugas dan Fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah yaitu : 
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah yang 
meliputi perencanaan dan pengembangan karier, mutasi dan 
informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, 
informasi dan pengendalian kepegawaian. 
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang kepegawaian 
daerah yang meliputi perencanaan dan pengembangan karier, 
mutasi dan informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan 
pegawai, informasi dan pengendalian kepegawaian. 
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kepegawaian 
daerah yang meliputi perencanaan dan pengembangan karier, 
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mutasi dan informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan 
pegawai, informasi dan pengendalian kepegawaian. 
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.16 
Badan kepegawaian daerah melaksanakan pembinaan manajemen 
pegawai negeri sipil daerah yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, 
pengangkatan,pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, 
kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
organisasi Perangkat daerah, implementasi penataan kelembagaan 
perangkat daerah, menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi 
dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi pendukung 
secara tegas, efesiensi, efektifitas dan rasional sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan 
antara pusat dan daerah. 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan 
peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, 
Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan , tugas pokok 
                                                          
16 http://bkd.sulselprov.go.id/hal-tugas-pokok-dan-fungsi. 
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organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur 
lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Walikota/Bupati. 
D. Keterbukaan Informasi Publik 
1. Informasi Publik 
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda 
yang mengandung nilai, makan, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun 
nonelektronik.  
Informasi Publik Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau 
pemberitahuan/kabar atau berita tentang sesuatu istilah dan publik adalah 
semua orang/umum atau orang banyak.  Informasi publik mengandung 
pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa 
maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau 
data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna 
yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam 
pembuatan keputusan.17 
                                                          
17 Ade Suhendar, dalam Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah 
Menuju Good Governance (Implementasi UU No.14 Tahun 2008) 
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Suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila 
informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi 
seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik 
masyarakat.18 Mencermati beberapa definisi tersebut dapat dikatakan 
informasi publik menjadi salah satu bagian dalam penyelanggaraan 
negara. Dengan infromasi publik pemerintah dapat memberikan 
pemahaman dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan 
negara kepada masyarakat seperti suatu keputusan atau kebijakan publik. 
Menurut UU KIP sendiri Informasi Publik adalah informasi yang 
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan 
publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik 
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang 
berkaitan dengan kepentingan publik. 
Mencermati beberapa definisi tersebut dapat dikatakan informasi publik 
menjadi salah satu bagian dalam penyelanggaraan negara. Dengan 
infromasi publik pemerintah dapat memberikan pemahaman dan 
menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara kepada 
masyarakat seperti suatu keputusan atau kebijakan publik. 
2. Keterbukaan Informasi Publik 
                                                          
18 Eko Sakapurna, Lina Miftahul, dkk dalam Laporan Penelitian UI, Telaah Implementasi UU KIP 
Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance ( Studi Kota Surakarta & Kab.Lombok Barat). 
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 Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan 
pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan 
penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan ke arah 
pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang 
diwujudkan dalam UU No.14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen 
pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan 
demokratisasi pemerintahan, di mana salah satu butir di antara butir-butir 
good governance adalah adanya keterbukaan pemerintah (transparency) 
kepada masyarakat.  
Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa 
informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun 
nonelektronik.19  
Dengan demikian adanya keterbukaan informasi publik menjadi 
bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan 
                                                          
19 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik, DINHUBKOMINFO 
(Jateng : Komisi Informasi Jawa) 
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pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam 
mengontrol setiap kebijakan pemerintah memalui keterbukaan informasi 
publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui 
keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan 
pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi 
terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Enrekang No.5 Tahun 2012 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 
   Keterbukaan informasi Publik diatur dalam UU. No. 14 Tahun 2008 dan 
Perda Kab. Enrekang No.5 Tahun 2012 tentang keterbukaan informasi 
publik, di dalam  Undang-Undang dan perda ini dibahas tentang Tujuan 
yang terdapat pada Pasal 3, Hak dan Kewajiban Badan Publik tertuang 
dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan Pasal 9 dibahas tentang Informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan secara berkala serta pada Pasal 10 
membahas tentang Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta 
bahwa : 
Tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik seperti yang tercantum dalam pasal 3 yaitu: 
a.   Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan 
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan 
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 
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b.   Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 
publik 
c.   Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik 
dan pengelolaan Badan Publik yang baik. 
d.   Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, 
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 
e.   Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang 
banyak; 
f.   Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa; dan/ atau 
g.  Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan 
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 
    Bahwa pada Pasal 4 dibahas tentang Hak Pemohon Informasi Publik 
yakni : (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat 
dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang 
terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan 
salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-
Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik 
berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan 
permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak 
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi 
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Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang ini. Pasal 5 (1) Pengguna Informasi Publik wajib 
menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan 
sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan 
untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pada pasal 6 
membahas Hak Badan Publik yaitu Badan Publik berhak menolak 
memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Badan publik berhak menolak 
memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
      Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. informasi yang dapat membahayakan negara; 
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha 
dari persaingan usaha tidak sehat; 
c. informasi yang berkaitan dengan hak – hak pribadi; 
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan 
e. informasi publik yang diminta belum diaudit oleh pihak yang 
berwenang dan/atau belum didokumentasikan. 
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 Pada pasal 7 membahas tentang Kewajiban Badan Publik yaitu Badan 
Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi 
publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi 
publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan 
Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak 
menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan 
sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara 
baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Badan publik 
wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil 
untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan 
politik, ekonomi, sosial, budaya dan/ atau pertahanan dan keamanan 
negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan 
sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. 
     Dan pada Pasal 8 membahas tentang Kewajiban Badan Publik yang 
berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik 
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dapat 
dilihat pada  Pasal 9 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan 
Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan 
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Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik 
terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban 
memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) 
Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh 
masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. (5) Cara-cara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. (6) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan 
menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi 
Informasi. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta ada pada 
Pasal 10 (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu 
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban 
umum. (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau 
oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.20 
4. Konsep Transparansi 
Transparansi adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antar 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi di 
                                                          
20 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dan Perda Kab.Enrekang BAB III  
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dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.21 Transparansi 
berarti akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 
informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai kebijakan 
publik. Indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara 
lain; 
a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses 
penyusunan dan implementasi kebijakan publik.  
b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas 
diperoleh dan tepat waktu. Solihin juga mengungkapkan perangkat 
pendukung indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan 
transparan antara lain: peraturan yang menjamin hak untuk 
mendapatkan informasi; pusat/balai informasi; website; iklan 
layanan masyarakat, media cetak dan pengumuman.  
Keuntungan transparansi adalah :  
a. Identifikasi dini kekuatan dan kelemahan kebijakan sehingga 
perubahan-perubahan yang diperlukan dapat dilakukan dengan 
cepat, misalnya transparansi dapat mengurangi ketidakpastian 
yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro 
ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari 
dapat diminimalisasi.  
b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan 
dapat melaksanakan fungsi kontrol kepada pemerintah lebih 
                                                          
21 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kinerja Instansi Pemerintah 2004, Hlm. 20. 
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baik jika mereka mempunyai informasi mengenai suatu hal, dan 
dapat mencegah terjadinya korupsi.  
c. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada 
pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, 
misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah 
bahkan mendukung kebijakan tersebut. 
d. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap 
kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor 
baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi.  
 Di dalam prinsip transparansi, terdapat dua aspek yang diharapkan 
dapat berjalan, yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak 
masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi juga harus seimbang 
dengan kebutuhan dan kerahasiaan lembaga maupun informasi yang 
mempengaruhi hak-hak privasi individu. Karena itu, kewajiban akan 
keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup 
kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja 
yang mereka berikan, siapa yang bertanggung jawab mempublikasikan 
informasi dan kepada siapa informasi tersebut diberikan. 
Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan  
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang  penyelenggaraan  
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pemerintahan , yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan 
pelaksanaanya serta hasil – hasil yang dicapai.22 
Transparansi (transparency) adalah adanya kebijakan terbuka bagi 
pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah 
informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat 
dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan 
persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan 
preferensi publik. Transparansi berarti keterbukaan (opennsess) 
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 
pengelolaan seumber daya publik kepada pihak – pihak yang 
membutuhkan informasi. 
Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi 
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata 
pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, 
dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan 
pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran 
pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator 
lainnya. 
Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) salah satu wujud 
pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya 
peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan 
                                                          
22  Krina Lalolo, Indikator alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, (Jakarta: 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hlm. 13. 
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yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan 
nepotisme (KKN). Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang 
pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam 
memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari 
pengertian tersebut  dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar 
menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun 
harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh 
informasi tersebut.  
 Tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 
transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat 
keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, 
biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara 
terbuka dan mudah duiketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha 
menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah 
peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan 
stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, 
straightforward and easy to apply” (sederhana, langsung dan mudah 
diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator 
ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai 
aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas 
didapat dan siap tersedia (freely dan readily available). 
Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan 
paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut: 
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a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah 
dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. 
b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik 
tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi 
penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka 
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.  transparansi memberikan 
ruang bagi masyarakat untuk mengetahui proses perumusan dan 
pelaksanaan sebuah kebijakan. Transparansi memungkinkan publik untuk 
mengawasi dan menilai jalannya sebuah kebijakan dengan memastikan 
alokasi dan peruntukan sebuah kebijakan secara tepat, efisien serta 
sesuai dengan kerangka anggaran yang ditentukan. Pemerintahan yang 
dinamis dan responsif bergantung pada bagaimana pemerintah mampu 
menjadi inspirasi, memanfaatkan dan memupuk keterlibatan yang mantap 
dari seluas mungkin sektor-sektor masyarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Enrekang dan pada 
khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang, 
dengan pertimbangan sebagai berikut : 
1. Data dan informasi mengenai pelaksanaan pengadaan dan seleksi 
calon pegawai sangat representatif. 
2. Di dukung oleh fasilitas yang sangat memadai sehingga tidak 
membutuhkan biaya mahal dan di dukung oleh fakta-fakta tentang 
pelaksanaan dan pengadaan seleksi calon pegawai. 
B. Metode Pendekatan 
Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode 
penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata 
dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.  
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu 
data primer dan data sekunder. 
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a. Data Primer 
Data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara langsung 
yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi publik di Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang. 
b. Data Sekunder 
 Data yang di peroleh melalui studi kepustakaan, peraturan 
perundang-undangan, literature dan Peraturan Daerah serta dokumen-
dokumen yang ada di Badan Kepegawaian Daerah yang berkaitan dengan 
Prinsip Keterbukaan Informasi Publik. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 
ditempuh prosedur sebagai berikut:23 
1) Studi Kepustakaan (Library Research)  
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui undang-undang, 
buku, jurnal penelitian yang relevan dengan permasalahan.  
2) Studi Lapangan (Field Reasearce)  
                                                          
23 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) , hlm. 176. 
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Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu 
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang 
E. Metode Pengolahan Data 
Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan 
data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Identifikasi  
Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 
dengan Keterbukaan informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Enrekang. 
2) Editing  
Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan 
para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 
apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan. 
3) Klasifikasi Data  
Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis 
sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.  
4) Sistematisasi Data  
Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 
data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.  
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5) Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun 
secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu 
kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. 
F. Metode Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu 
dengan cara menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh 
bahasan atau paparan yang sistematis agar mudah dimengerti serta 
digunakan untuk melakukan ananlisis untuk mengkaji data hasil penelitian  
berdasarkan teori dan dokumen hukum. Dengan analisa tersebut 
diharapkan pada akhirnya dapat mengungkapkan masalah yang terjadi 
secara rinci dan menghasilkan suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai Berdasarkan 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 tahun 
2008) 
Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. 
Pemerintahan ada karena kehendak rakyat. Untuk itu pemerintahan 
diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani 
masyarakat serta menciptakan kondisi yang menginginkan setiap 
masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 
mencapai tujuan bersama.  
Untuk dapat benar-benar menjalankan sistem demokrasi, rakyat harus 
mengetahui segala hal tentang penyelenggaraan Negara yang 
menyangkut seluruh kepentingan rakyat atau yang disebut sebagai 
kepentingan publik. Hal ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban 
lembaga-lembaga penyelenggaran Negara kepada publik yang 
memberikan kekuasaan dan kewenangan melalui konstitusi kepada organ-
organ Negara. Salah satu hak yang dimiliki masyarakat sesuai konstitusi 
UUD NRI 1945 adalah hak untuk memperoleh keterbukaan informasi 
publik.  
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Pembahasan tentang keterbukaan informasi publik (public access to 
information) di dalam system Negara yang demokratis  (democratic state) 
selalu terkait dengan pemerintahan yang terbuka (open government) dan 
tata pemerintahan yang baik (good governance). Good Governance 
mensyaratkan pemerintahan terbuka (open government)  sebagai salah 
satu pondasinya.24 Kebebasan informasi (public access to information) 
merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang 
terbuka (open government). Pemerintahan terbuka adalah 
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka dan 
partisipatoris.25 .Dengan demikian hak publik untuk memperoleh informasi 
merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang 
terbuka dan dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah timbulnya 
praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam mengelolah 
sumber daya publik.  
 Keberadaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. Pelaksanaan keterbukaan 
informasi publik dalam penyelenggaraan Negara atau pemerintahan 
merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), 
dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk menyiapkan sarana 
                                                          
24  Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Indonesian Center 
For Environmental  Law (ICEL), 2001), BAB III. 
25  Ibid., 
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dan prasarana, sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan (skill) 
dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan 
atau badan publik atau komponennya untuk melaksanakannya. Agar apa 
yang diharapkan dapat diwujudkan dengan baik. Untuk mendukung 
pelaksanaan Undang-Undang tersebut diperlukan adanya penegakan 
hukum yang berkeadilan serta dukungan penegak hukum yang profesional 
dan menjunjung tinggi keadilan. 
Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang menempatkan 
transparansi dalam pengadaan dan seleksi calon pegawai yang bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), terbuka dan adil meliputi : 
1. Transparansi formasi 
2. Transparansi sistem dan tahapan pelaksanaan pengadaan dan 
seleksi calon pegawai 
3. Transparansi pendaftaran 
4. Transparansi hasil ujian 
5. Transparansi pengumuman hasil ujian 
Penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil, meliputi : 
1. Melakukan pendaftaran kekuatan PNS yang sudah ada 
2. Penyiapan data kebutuhan pegawai sesuai pemetaan data 
kepegawaian yang terbaru. 
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3. Formulasi pembagian formasi yang adil dan menggunakan skala 
prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta 
ketersediaan kualifikasi pendidikan yang ada 
Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil, meliputi : 
1. Tahapan seleksi proses penerimaan diumumkan secara terbuka 
melalui media cetak dan elektronik (internet/website) 
2. Pendaftaran calon peserta seleksi dilakukan secara online melalui 
media elektronik (internet/website) 
3. Pembuatan kartu peserta ujian berdasar pada database online. 
Pengoreksian hasil ujian, meliputi : 
1. Proses ujian penerimaan CPNS telah menggunakan Standar 
Prosedur Operasional yang baku 
2. Penetapan peserta tes didasarkan kepada penilaian yang objektif, 
tepat sasaran, jujur dan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku 
3. Pengoreksian hasil ujian dilaksanakan dengan jujur, adil, objektif 
sesuai dengan urutan rangking. 
Sistem Pengadaan dan seleksi calon Pegawai, meliputi : 
1. Menyiapkan sistem rekruitmen yang transparan, sederhana, 
berbasis kompetensi dan keahlian serta memenuhi unsur keadilan 
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2. Menetapkan dan mengumumkan tahapan seleksi proses 
penerimaan secara terbuka dalam upaya mendapatkan pegawai 
yang memenuhi kompetensi dan keahlian serta kecakapan sesuai 
dengan formasi yang diikuti 
3. Menyiapkan sistem rekruitmen berbasis teknologi (online) yang 
handal sehingga mudah diakses dan mudah dipahami oleh 
masyarakat 
4. Membentuk kepanitiaan yang profesional, jujur serta memenuhi 
unsur keahlian sesuai kebutuhan 
5. Melakukan pendaftaran peserta ujian secara terbuka, diumumkan 
menggunakan media yang dapat diakses secara mudah oleh 
masyarakat 
6. Melakukan penyeleksian calon peserta ujian dengan berpedoman 
pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
7. Melakukan ujian penerimaan CPNS secara serentak dan mudah 
dijangkau oleh peserta 
8. Melakukan pengoreksian hasil ujian dengan adil, objektif, jujur dan 
terbuka 
9. Melakukan pengumuman hasil ujian secara serentak serta terbuka 
dengan menampilkan data rangking kelulusan 
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Adapun yang dimaksud pendaftaran online adalah pengisian formulir 
pendaftaran yang didapatkan secara online dan juga dilakukan 
pengisiannya juga secara online pada situs resmi panselnas agar bisa 
mendapatkan kartu tanda registrasi online calon peserta tes CPNS. 
Semua tahapan online ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya 
apapun kecuali untuk koneksi internet (itu menjadi tanggungan masing-
masing calon peserta) namun agar semuanya lancar sebaiknya 
menyiapkan semua keperluan saat melakukan pendaftaran tes secara 
online untuk menjadi peserta tes CPNS. Beberapa persyaratan yang harus 
disiapkan adalah kartu identitas bisa menggunakan KTP dengan 
penggunaan Nomor NIK pada KTP sebagai pendaftaran username pada 
situs online web panselnas (panitia seleksi nasional) tes CPNS. 
Panselnas adalah Panitia Seleksi Nasional tes Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS), anggota panselnas diatur oleh Kemenpan dan dalam 
melaksanakan tugasnya Panselnas kerap melakukan rapat yang hasilnya 
menentapkan pengumuman formasi pegawai. Panselnas juga berfungsi 
juga untuk mengumumkan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak 
hanya itu Panselnas juga berperan dalam penetapan ambang batas nilai 
yang menjadi ukuran standar kelulusan pada saat tes. Ambang batas nilai 
yang dimaksud adalah passing grade, dan menyampaikan  melalui website 
resmi Kemenpan. Nantinya nilai yang diperoleh oleh peserta pada saat tes 
seleksi CPNS dibandingkan dengan passing grade yang telah ditetapkan 
oleh Panselnas dan Kemenpan, hasilnya akan menentukan lulus tidaknya 
  
56 
 
peserta tes dalam seleksi CPNS yang di ikuti oleh aturan bahwa jika 
peserta yang masuk passing grade melebihi kuota yang telah ditetapkan 
oleh Panselnas Menpan pada formasi yang telah diumumkan sebelumnya 
maka harus diadakan perankingan berdasarkan total nilai yang diperoleh. 
Dalam penetapan semua keputusan terkait dengan tes CPNS akan 
terlibat 3 instansi yang berperan penting dalam pelaksanaan tes seleksi 
CPNS yakni Panselnas Kemenpan dan juga BKN. Peran Panselnas sudah 
jelas yakni sebagai panitia pelaksanaan, artinya semua perihal teknis 
pelaksanaan tes seleksi mulai dari penetetapan formasi, pendaftaran 
hingga pengumuman adalah tugas Panselnas. Sedangkan Menpan dan 
BKN merupakan instansi resmi yang berkaitan dengan tes seleksi CPNS 
yang diselenggarakan. 
Tahapan Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai, meliputi :26 
1. Seleksi Administrasi 
Seleksi administrasi atau disebut juga dengan “Screening Administrasi” 
merupakan proses verifikasi berkas pelamar cpns, apakah berkas yang 
dimasukkan memenuhi persyaratan ataukah tidak dan jika peserta tidak 
memenuhi persyaratan maka peserta tersebut akan gugur dan tidak bisa 
mengikuti tes ke tahap selanjutnya. Untuk seleksi administrasi secara 
online disebut dengan Intranet yaitu didapatkan dari berkas berkas 
persyaratan administrasi yang telah diunggah oleh pelamar, diantaranya 
yaitu : 
                                                          
26 Asncpns.com/tahapan pengadaan dan seleksi calon pegawai (diakses pada tanggal 9 januari 
2016) 
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a) File hasil scan ijazah 
b) File hasil scan transkip nilai 
File-file tersebut akan diseleksi beserta data isian yang calon 
peserta daftarkan dalam registrasi online. 
2. Tes Kompetensi Dasar 
Tes kompetensi dasar adalah tes yang diselenggarakan untuk 
mengukur kemampuan dasar yang diperlukan untuk menunjang 
keberhasilan seseorang jika yang bersangkutan bekerja atau 
memangku jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tes Kompetensi 
dasar dilakukan dengan metode CAT yang telah ditentukan. Materi tes 
kompetensi dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Materi tes 
kompetensi dasar yang dimaksud adalah segala bahan ujian yang 
ditentukan untuk mendapatkan peserta tes terbaik sesuai dengan 
passing grade yang telah di tentukan. 
Materi Tes Kompetensi Dasar yang dimaksud meliputi : 
a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 
Untuk menilai kompetensi pemalar dalam hal penguasaan 
pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 
(empat) pilar Kebangsaan Indonesia  yang meliputi Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Bhinekka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (sistem tata Negara Indonesia, baik pemerintahan pusat 
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maupun pemerintahan daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan 
Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan 
kemampuan Berbahasa Indonesia secara baik dan benar). 
b) Tes Intelegensi Umum (TIU) 
Untuk menilai kompetensi pelamar dalam hal kemampuan verbal, 
kemampuan numerik, kemampuan logika, serta kemampuan analisis. 
Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara 
lisan maupun tertulis. Kemampuan numerik yaitu kemampuan 
melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara 
angka-angka. Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan 
penalaran secara runtut dan sistematis. Kemampuan berpikir analitis 
yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. 
Tes Karakteristik Pribadi yang bertujuan untuk menilai kompetensi 
pelamar yang terkait dengan hal-hal mengenai integritas diri, semagat 
berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi 
pada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan 
diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan 
kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam 
kelompok dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang 
lain. 
3. Tes Psikotes 
Tes psikotes biasanya akan dilakukan secara bersamaan setelah tes 
kompetensi selesai dilakukan, tes psikotes diselenggarakan untuk 
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memeriksa psikologis pelamar yang akan menjadi CPNS, aspek yang 
dilihat yaitu Intelegensi, emosi dan sikap kerja. 
4. Tes Kesehatan dan Kebugaran 
Tes kesehatan dan kebugaran tidak semua kementerian 
melaksanakaannya, akan tetapi beberapa Kementerian atau lembaga 
Negara yang menerapkan pola tes ini, diantaranya; Kementerian 
keuangan, kementerian hukum dan HAM, kejaksaan Republik Indonesia, 
Kepolisian RI, TNI, BIN. 
Tes ini perlu dikarenakan bahwa kesehatan merupakan salah satu 
unsure yang perlu dimilki oleh CPNS yang diharapkan dapat mengisi 
kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan kementerian dan lembaga 
yang bersangkutan, untuk memperoleh CPNS dengan kualifikasi fisik yang 
memadai , perlu dilakukan pengujian kemampuan fisik melalui tes 
kesehatan dan kebugaran. Tes kesehatan bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran umum tentang kondisi kesehatan. Kemampuan fungsi alat indra 
tubuh dan daya gerak normal dari anggota tubuh yang terdiri atas tangan 
dan kaki, dengan tujuan untuk dapat ditetapkan CPNS yang memenuhi 
standar kesehatan fisik yang ditentukan. 
5. Tes Wawancara 
Tes wawancara dilakukan pada tahap seleksi akhir ini adalah 
wawancara berbasis kompetensi, yang merupakan teknik wawancara yang 
terstruktur dan bersifat menggali untuk mencari, mengumpulkan dan 
menguji bukti kompetensi kandidat. Pemahaman tes wawancara berbasis 
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kompetensi adalah teknik wawancara yang sangat berbeda dengan 
wawancara biasa, karena teknik wawancara ini adalah memerlukan 
“Interviewing Technical Analysis Skilss”. 
 
Pada pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai di kabupaten 
enrekang dilakukan dengan beberapa tahap. Dalam hal ini Badan 
kepegawaian Kabupaten Enrekang membuka pengumuman secara umum. 
Didalam persyaratan Pendaftar melampirkan Persyaratan umum dan 
Persyaratan khusus. 
 
Persyaratan Umum, meliputi ; 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
3. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
4. Tidak Berkedudukan sebagai Calon  PNS / PNS, Calon Anggota / 
Anggota TNI Polri. 
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS / Anggota TNI / 
Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai 
Swasta. 
6. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 
putusan pengadilan. 
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7. Memenuhi persyaratan jenjang pendidikan dan jurusan / program 
studi yang sesuai dengan kebutuhan. 
8. Berkelakuan Baik. 
9. Sehat jasmani dan rohani. 
 
Persyaratan Khusus, meliputi ; 
1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75. 
2. Usia Pelamar paling rendah 18 tahun (kelahiran 3 September 1996) 
dan paling tinggi 35 Tahun ( kelahiran 3  September 1979) per 3 
September 2014 atau diatas 35 sampai dengan 40 tahun pada saat 
pendaftaran ( Terhitung kelahiran sejak tanggal 3 September 1974 
keatas )  bagi yang bekerja pada instansi atau lembaga swasta yang 
berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 
(lima) tahun pada  17 April 2002, ( bukti berupa Foto Copy SK yang sah 
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang). 
3. Berasal dari program studi Perguruan Tinggi Negeri atau  Perguruan 
Tinggi Swasta dengan Akreditas minimal C, program studi sesuai 
dengan syarat jabatan yang dibutuhkan. 
    4.Lulusan dari perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan surat 
pengesahan ijazah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI). 
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Laporan penerimaan berkas Pelamar CPNS Tahun 2014 sejak dimulai 
penerimaan berkas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 s/d 25 
September 2014, yaitu : 
1. Jumlah Pelamar Tenaga Guru    : 979 orang 
2. Jumlah Pelamar Tenaga Kesehatan   : 342 orang 
3. Jumlah Pelamar Tenaga Teknis   : 369 orang 
4. Jumlah Pelamar Tenaga Penyuluh   : 159 orang 
5. Jumlah Pelamar yang memenuhi syarat  : 1849 orang 
6. Jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat : 101 orang 
7. Jumlah Pelamar yang memasukkan berkas  : 1950 orang 
8. Jumlah Pelamar yang tidak memasukkan Berkas  : 109 orang 
9. Jumlah Pelamar yang mendaftar di SSCN Panselnas : 2059 
orang 
Dalam hasil wawancara dengan salah satu panitia pelaksana pada 
pengadaan dan seleksi calon pegawai mengatakan bahwa transparansi itu 
sendiri adalah adanya keseimbangan informasi atau hal-hal yang di 
informasikan kepada masyarakat secara menyeluruh kepada masyarakat 
tanpa adanya hal-hal yang disembunyikan. 27Pada pelaksanaan 
pengadaan dan seleksi calon pegawai panitia pelaksananya diambil dari 
pusat dan dari daerah, untuk daerah sendiri diambil dari personil Badan 
                                                          
27 Salah satu Panitia Pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai (wawancara, 16 Desember 
2015) 
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Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang, Konsep yang diterapkan pada 
Pengadaan dan seleksi calon pegawai sejauh ini sistem keterbukaan 
informasinya sudah bisa dikatatakan terbuka karena informasi yang 
diberikan atau disajikan kepada masyarakat disajikan melalui media 
internet dan website bkd serta diumumkan pada papan pengumuman di 
kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang.  
Pengadaan dan seleksi calon pegawai di Badan Kepegwaian Enrekang 
pelaksanaannya mengikuti Panitia Seleksi Nasional dan pengisian formasi 
sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh kemenpan. Pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang sendiri terdapat tiga formasi 
yang masih kosong ini disebabkan karena hasil tes kemarin tidak ada 
pendaftar yang mencapai passing grade, dan akan di buka kembali tahun 
ini secara umum. 
 Pada saat ini suatu informasi merupakan hal yang sangat penting 
dan praktis, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses 
segala macam bentuk informasi. Dengan keterbukaan informasi ini 
pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu aturan 
keterbukaan informasi publik yang menyediakan segala macam informasi 
tentang kepemerintahan agar masyarakat  juga mengetahui apa saja 
tindakan  pemerintah di kepemerintahan sehingga transparansi dan 
tanggung jawab pemerintah kepada publik juga dapat  terealisasikan 
dengan baik. 
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Transparansi atas setiap informasi publik termasuk juga dalam 
pengadaan dan seleksi calon pegawai  membuat masyarakat dapat ikut 
berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang 
diambil oleh pemerintah sehingga penyelenggaraan dalam Negara 
demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. 
Sehingga pemerintah Indonesia membuat suatu aturan berupa Undang-
Undang No 14 Tahun 2008 terntang keterbukaan informasi publik. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 
publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh 
informasi sebagai salah satu hak asasi manusia  yang dijamin oleh Pasal 
28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum  
yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi 
publik, kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani 
permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan 
cara sederhana, pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas, 
kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan 
pelayanan informasi. 
Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik 
memerlukan peraturan pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam 
ketentuan Pada pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa”Informasi adalah 
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keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung 
nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang 
dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan 
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik, sedangkan pada 
pasal 1 butir 2 dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa informasi 
publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan,dikelola,dikelola, dikirim 
dan atau diterima oleh suatu badan publik laiinya yang sesuai dengan 
Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. Dengan adanya internet maka masyarakat dapat 
dengan mudah memperoleh informasi yang berguna bagi kepentingan 
publik, serta pemerintah dalam Undang-Undang ini menyediakan saran 
untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kepemerintahan, 
sehingga demokrasi di Indonesia dapat semakin berkembang. 
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi 
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian 
penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi juga 
merupakan hak asasi manusia serta keterbukaan informasi publik 
merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung 
tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. 
Undang-Undang Keterbukaan informasi ini juga menjalankan amanat 
dari UUD RI 1925 pasal 28 F yaitu “setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 
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dan lingkungan sosialnya, serta berhak memperoleh, memiliki, menyimpan 
dan mengolah serta menyampaikan informasi  dengan menggunakan jenis 
saluran yang tersedia. Bahwa dalam hal ini setiap orang berhak 
memperoleh informasi baik juga dalam pengumuman penerimaan CPNS 
melalui media elektronik maupun media cetak yang kemudian berguna 
bagi perkembangan pribadi dan lingkungan seseorang untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 
Dalam  UU No.14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik  ini telah menjalankan amanat UUD RI 1945 
sehingga tujuan dari UU ini juga secara tidak langsung menjalankan tujuan 
dari UUD RI 1945. Dari beberapa tujuan UU No.14 Tahun 2008 pada 
Pasal 3 tentang Keterbukaan Infromasi Publik menjelaskan bahwa 
pemerintah menyediakan sarana berupa pengelolaan dan pelayanan  
Informasi di lingkungan Badan Hukum yang berkualitas kepada 
masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses 
pengambilan kebijakan pemerintah kepada publik sehingga 
penyelenggaraan Negara yang baik yang transparan, efektif dan efisien, 
akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. 
       Penyelenggaran atau penyedia dari penyediaan dan pengelolaan 
Informasi Publik telah disebutkan dalam Undang-Undang ini yaitu Badan 
Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 
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dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah 
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, sumbangan masyarakat , dan/ atau luar negeri. (Pasal 1 
butir 3 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). 
Pasal 1 butir 4 “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang 
berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan 
pelaksanaannya, menetapkan petujuk teknis standar layanan informasi 
publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi 
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”. Bahwa dalam hal ini fungsi Komisi 
Informasi sangat dibutuhkan dalam hal pemberian informasi agar 
memberikan layanan informasi yang berkualitas dan dapat tersampaikan 
oleh masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan tersedianya sarana penyediaan dan 
pengelolaan informasi publik maka cara untuk mencapai tujuan tersebut 
juga yaitu dengan adanya Badan Publik yang bertugas dan berkewajiban 
melaksanakan tugasnya agar tujuan pada pasal 3 tercapai. 
Dari penjelasan pasal 4, 5, dan 6 dapat diketahui bahwa untuk 
mencapai tujuan peran serta masyarakat serta pengetahuan masyarakat 
tentang kebijakan pemerintah mengenai kebijakan publik dapat dilakukan 
dengan cara Badan Publik yang tersedia dapat menyediakan keterbukaan 
Informasi publik dengan memanfaatkan sarana dan atau media elektronik 
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dan non-elektronik sehingga dapat diakses dengan mudah cepat dan 
biaya ringan oleh masyarakat. 
Sekarang kita lihat banyak juga tersedia situs-situs internet yang 
bisa diakses oleh masyarakat karena para badan publik telah 
menyediakan hal-hal seperti tercantum pada pasal 7 seperti adanya situs 
Hukumonline.com, Mahkamah Konstitusi, maupun situs eksekutif online. 
Hal ini merupakan cara yang digunakan oleh pemerintah untuk 
menyediakan informasi-informasi yang sekiranya dapat dipelajari dan 
masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam hal urusan kepemerintahan. 
Penjelasan Pasal 8 yaitu Bahwa dalam memberikan informasi badan 
publik harus berdasarkan dengan undang-undang agar informasi 
tersampaikan dan sesuai dengan aturan yang ada dan mudah dipahami 
oleh masyarakat. 
Pasal 9 ayat Ketentuan tentang kewajiban badan publik dalam 
menyediakan informasi secara berkala, ini dimaksudkan bahwa Badan 
Kepegawaian Daerah dalam menyajikan informasi dilakukan secara 
berkala begitu juga pada saat ada informasi mengenai pengadaan dan 
seleksi calon pegawai agar segera diumumkan dan menyediakan 
informasi secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Informasi yang disediakan disampaikan secara jelas dan mudah di akses 
oleh masyarakat. 
Pada Pasal 10 menjelaskan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan 
secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup 
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orang banyak dan ketertiban umum serta menyebarluaskan informasi agar 
mudah dijangkau dan dipahami. 
Pasal 22 ayat (1) “Setiap pemohon informasi publik  dapat mengajukan 
permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik 
terkait secara tertulis maupun tidak tertulis” Bahwa masyarakat sebagai 
pemohon informasi dapat diberikan informasi dengan mudah oleh Badan 
Publik baik melalui media elektronik atau internet maupun melalui papan 
informasi yang tersedia pada Kantor Badan Publik. 
Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan standar bagi Badan 
Publik dalam melaksankan pelayanan Informasi Publik, meningkatkan 
pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk 
menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin 
pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik 
dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi 
sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi 
Publik. 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota 
dilaksanakan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan DPRD 
dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggaran pemerintahan daerah tersebut 
dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas 
penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pelaksanaan pengadaan dan seleksi 
calon pegawai juga harus dilaksanakan berdasarkan Asas-asas umum 
penyelenggaraan Negara, sebagaimana disebutkan dalam UU RI No. 28 Tahun 
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1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi kolusi 
dan nepotisme.  Penyelenggaraan pengadaan dan seleksi calon pegawai juga 
dilaksanakan dengan menggunakan asas umum penyelenggaraan negara 
yang terdiri dari asas kepastian hukum dimana asas  dalam Negara hukum 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, asas tertib 
penyelenggaraan negara, Dimana asas tertib penyelenggaraan Negara 
yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dan 
pengabdian penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, yaitu 
asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 
aspiratif, akomodatif dan kolektif, asas keterbukaan, dimana membuka diri 
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur 
dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia 
Negara, asas Proporsoionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara, asas profesionalitas, 
yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas 
akuntabilitas, yaitu asas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 
akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pada pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai dilaksanakan 
juga harus dengan berdasarkan pada asas-asas penyelenggaraan 
pemerintahan diatas yang menginginkan kepatuhan dan keadilan 
pemerintah kepada masyarakat dalam segala kebijakan dalam 
penyelenggaraan Negara. Asas ini juga menggambarkan adanya 
keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaran Negara serta 
agar hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara terbuka, jujur 
dan adil agar masyarakat dapat berpartisipasi pada penyelenggaraan 
Negara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
72 
 
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pada Pelaksanaan 
Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai 
Faktor Pendukung merupakan hal yang memudahkan dalam 
merelealisasikan suatu kebijakan. Pada pelaksanaan Pengadaan dan 
Seleksi Calon Pegawai dapat berjalan dengan lancar karena adanya faktor 
pendukung. Seperti yang dijelaskan oleh Sekertaris Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Enrekang bahwa28 “Faktor pendukung pada saat 
pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai ada pada panitia 
penyelenggara itu sendiri yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Enrekang 
yaitu staff dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang, yang 
bekerja secara aktif dan menjalankan tugas masing-masing, pada hal ini 
memang dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja dan 
menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dalam pelaksanaannya 
dilakukan juga pengawasan oleh inspektorat dan satpol PP, 
Pelaksanaanya dilakukan di beberapa sekolah yang mempunyai sarana 
komputerisasi. Selain itu salah satu yang menjadi faktor pendukung juga 
yaitu karena menggunakan sistem CAT yang memang diformulasikan 
untuk dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin untuk meminimalisasi 
adanya peluang terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme. Serta dalam 
pengadaan yang mendukung adalah sarana dan prasarana dalam hal 
pemberian informasi kepada publik, agar pelaksanaan pengadaan dan 
                                                          
28 Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah, (Wawancara, 16 Desember 2016) 
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seleksi calon pegawai tersampaikan kepada publik dan dapat berjalan 
dengan lancar. 
Adapun faktor penghambat yaitu hal yang sering muncul dalam 
merealisasikan suatu kebijakan. Pelaksanaan pengadaan dan seleksi 
calon pegawai di Kabupaten Enrekang memang berjalan dengan lancar 
akan tetapi juga mempunyai kendala. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, bahwa29 “Dalam 
pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai kendalanya yaitu pada 
saat seleksi itu pertama bahwa kabupaten enrekang itu belum siap dimana 
pelaksanaannya dilakukan di sekolah-sekolah yang di fasilitasi oleh LPMP, 
Pada saat tes jaringan kurang stabil atau terjadinya gangguan pada 
jaringan dan lampu sering padam. Pelaksanaannya juga sempat terjadi 
keterlambatan karena kemarin itu pihak BKD mengusulkan formasi dan 
pada saat dibuka di website terjadi ketidaksesuaian dengan formasi yang 
diusulkan. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
29 Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai (wawancara, 16 Desember 2015) 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah menganalisa data hasil penelitian tentang Tinjauan Yuridis 
Pelaksanaan Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai Berdasarkan 
Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Enrekang, maka penulis dapat menyimpulkan : 
1. Pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai di Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik  karena pelaksanaan 
pengadaan dan seleksi calon pegawai yang dilakukan oleh Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang, dalam prosesnya 
diumumkan secara terbuka dan untuk umum, pelamar harus 
memenuhi persyaratan yang telah di tentukan, pelaksanaannya 
dilakukan dengan sistem CAT dengan menggunakan komputer dan 
pengumuman hasil tes diumumkan secara online dan ditempel pada 
papan pengumuman di BKD Kabupaten Enrekang, dimana sebelum 
diumumkan dirapatkan bersama dengan Bupati dan para pejabat 
Daerah. Pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai 
dilaksanakan setelah ada penetapan formasi dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (KEMENPAN). Formasi 
yang dibutuhkan di kirim ke setiap kabupaten/kota setelah itu di 
terbitkan SK Bupati berdasarkan jurusan atau formasi yang 
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dibutuhkan, setelah itu sesuai jadwal di buka pengumuman secara 
terbuka baik online maupun di BKD sendiri, Pemerintah dalam 
memberikan informasi sudah secara terbuka dan dapat di akses 
oleh publik. 
2. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pengadaan dan seleksi 
calon pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang 
yaitu ada pada panitia pelaksana semua mendukung dan berperan 
aktif dalam pengadaan dan seleksi calon pegawai serta sarana dan 
prasarana yang tersedia dalam hal pemberian informasi kepada 
publik, sedangkan dari faktor penghambat itu sendiri yaitu adanya 
miss komunikasi antara BKD dengan kemenpan, dan sistem yang 
terkadang terhambat, serta fasilitas jaringan pada saat tes 
berlangsung. 
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B. SARAN 
Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
1. Sebaiknya keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik tetap di terapkan pada setiap 
Badan Publik terutama pada Pengadaan dan seleksi calon pegawai, 
karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ada untuk 
terciptanya pemerintahan yang demokratis sesuai dengan asas 
penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu transparan, efektif dan 
efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan ini dapat dilakukan 
dengan cara meningkatkan pelayanan dan pengelolaan Informasi di 
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi 
yang berkualitas agar masyarakat dapat dengan mudah ikut 
berpartisipasi dalam urusan pengambilan kebijakan pemerintah. 
2. Sebaiknya Panitia seleksi lebih menjalin komunikasi dengan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara terkait 
pelaksanaan tes dan formasi yang dibutuhkan dan pada saat tes 
berlangsung fasilitas jaringan di control secara baik agar tidak ada 
hambatan pada saat tes berlangsung. 
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